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Abstrak

.radaan badan usaha Comanditaire Venootschaap (CV) dalam lalu lintas ekonomi
fsangat diminati dan berkembang khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.
Beka merujuk psl 19 KUHD, CV memiliki karakteristik yang khas, yaitu terdapatnya
dua sekutu, antara lain, sekutu komanditer dan sekuty pasif Psl 116 ayat (1) b dan
116 ayar (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PLH) relah mengatur perranggungjawaban pidana pengurus badan usaha,
masuk badan usaha berbentuk Comanditaire Venootschaap (CV) yang dituliskan
Jam bentuk frasa kata “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak
pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan rindak pidana”.
diperhatikan makna kedua frasa yang tercantum di dalam Psl 116 ayat (1) b
Sdan Psl 116 ayat (2) UUPPLH dapat ditafsirkan sebagai benruk pertanggungjawaban
i Pidana pengurus badan usaha Comanditaire Venootschaap( CV) ataupun fungsionaris
ydan usaha Comanditaire Venootschaap( CV) dalam tindak pidana lingkungan hidup..

- Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pengurus Badan Usaha, Tindak Pidana
" Lingkungan Hidup.

i A. Pendahuluan

rd Law 3{‘ Kedudukan korporasi sebagai kekuatan ckonomi di luar negara membuat
« korporasi cenderung ingin menguasai atau memonopoli semua kehidupan ekonomi
-- gan tanpa kendali dari pemerintah. Kondisi tersebut membuat badan usaha dalam
- kegiatan bisnisnya melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan kepentingan
 publik, yang sering dikenal dengan kejahatan korporasi (corporate crime).t

= Penempatan korporasi sebagai subyek dalam hukum pidana ridak lepas dari
modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya harus diakui,
-+ Pahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ckonomi, dan
- politik yang terdapat disitu, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang
mal akan menjadi semakin besar pula. Kehidupan sosial tidak dapat lagi diserahkan

e

% Muhaumand Mustofa, Kleptokrasi: Persekongkolan Birokrat-Korporat Sebagai Pola White Collar Crime

- di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.116-119 lihat juga Yusuf Sofe, Pelaku
Usaba, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 12.
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kepada pola aturan yang santai, tetapi dikehendaki adanya pengaturan yang semal;
terorganisasi, jelas dan terperinci. Sekalipun cara-cara seperti ini mungkin mﬁmre] lig :
kebutuhan kehidupan masyarakat yang semakin berkembang, namun persoalan-pe b S
yang ditimbulkannya tidak kurang pula banyaknya. 2 Fodlag et
Berbicara tentang korporasi scbagai subyek hukum pidana, maka tidak |
melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata, sebab ko, & ‘&1
merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan badan hukum (rec/atq)eno”lja ;:"n" :
badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erar kaitannya dengan bi:i
hukum perdata.’? " '
Apabila merujuk penjelasan Pasal 189 RUU KUHP 2015 yang Menyatakgq
“korporasi adalah sekumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan baik bhep,..
badan hukum maupun bukan badan hukum”.'Dengan demikian pengertian korpong; .
menurut hukum pidana lebih luas daripada pengertian korporasi dalam hukum perdary,
dalam hukum pidana korporasi dapat berbentuk badan hukum dan bukan badan hukum & :
sedangkan menurut hukum perdata korporasi mempunyai kedudukan sebagai bada;; B
hukum.’ Seiring dengan perkembangan perundang-undangan khusus di luar KUHR
khususnya tentang subyek hukum, perumusan korporasi lebih luas dan tidak scragam, % &
antara lain ketentuan Pasal 1 ayac 32 Undang-Undang Perlindungan dan Pﬂ'lgﬁlolag_n —
Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 (selanjutnya disebur UUPPLH) menyatakan ath
“setiap orang” adalah meliputi orang dan badan usaha yang berbadan hukum dan badan 0%
usaha bukan badan hukum. Dasar pengaturan CV terdapar dalam KUHD dan tidak S
diatur secara tersendiri/khusus sebagaimana persekutuan firma dan persekutuan perdaca

(maatschaap), ketentuan tentang CV terdapat pada Pasal 19, 20, 21 dan Pasal 32 KUHD,
Di Indonesia badan usaha CV sangat diminati dan berkembang dengan baik

khususnya bagi pelaku usaha kecil-menengah, meskipun ketentuan-ketentuan hukum

. Lin et YR AR T 1 : 4
AETh N AN g kel P Al
ey o e B RN b R A A8

yang mengaturnya merupakan produk peninggalan pemerintah Belanda dan juga
telah rersedia bentuk perusahaan lain seperti Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat
dengan PT) yang pengaturannya telah jelas memberikan kepastian hukum.

Menurut  hukum pidana, syarat utama atau prinsip utama adanya
pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan dan pembuat harus mampu
bertanggungjawab. Defenisi kesalahan secara jelas diberikan oleh Remmelink
sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standard
etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku
menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.® Sebagaimana adagium facinus quos

=

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat dan Pembangunan, 1980, Alumni,Bandung, hal 3-4.

3 Muladi dan Dwidja Priyatno, Perranggungiawaban Pidana Korporasi, 2012, Prenada Media, Jakarra, hal 23.
*  Lihat Rancangan KUHP Baru Buku I Tahun 2015

* Muladi, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2010,Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hal 32-33.

6 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.
2003, Gramedia Pustaka Utama, Jakarra, hal. 390
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b iyt aequat yang menyatakan bahwa kesalahan selalu melekar pada orang yang
. .. salah. Berdasarkan defenisi tersebut kesalahan bertalian dengan dua hal, vaitu
dapat dicelanya (verwijtbaarheid) perbuatan dan sifatnya dapat dihindarkan
e i Abaarheid) perbuatan yang melawan hukum.’

A,TerjadiﬂYa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, kebanyakan dilakukan
o s konteks menjalankan usaha ekonomi, dan juga merupakan sikap penguasa dan
- usaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajiban-kewajibannya dalam
Jlolaan lingkungan hidup.®*Pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terus
ningkat sejalan dengan meningkatnya kegiatan industri acau sejenisnya, tentunya
ngan hidup perlu mendapatkan perlindungan hukum. *

“ pasal 116 ayat (1) b dan ayat 2 UPPLH, menjadikan konsep pertanggungjawaban
fana para pengurus korporasi (direktur, para manager yang bertanggungjawab dalam
welolaan lingkungan hidup perusahaan, bahkan dapat dimintakan kepada para
fgemcgang saham maupun para komisaris) secara bersama-sama, dalam hal kegiatan
(gan/atau usaha badan usaha tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau

psakan lingkungan hidup. Selanjutnya ketentuan Pasal 116 ayat (1) b dan ayat 2
PLH menetapkan sebagai berikuc;

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas
nama badan usaha, tunrutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada;
b. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
tindak pidana tersebut.
(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksudkan pada
ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau
berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha,
sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam

tindak pidana tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara
sendiri atau bersama sama.

Ya

= Apabila merujuk Pasal 19 KUHD, bahwa CV memiliki karakteristik yang khas,
& ¥aitu terdapatnya dua macam sekutu, antara lain; a sekutu Komplementer, merupakan
'.-f..':_:-' orang atau lebih yang secara komplementer bertugas mengurus CV, berhubungan
& dengan pihak ketiga dan bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan; dan b.
= Sckutu komanditer atau sekutu diam, merupakan satu orang atau lebih yang wajib
= menyerahkan uang benda atau keuntungan, tanggungjawabnya terbatas pada jumlah
i+ Pemasukan yang telah diberikannya dan tidak boleh campur tangan dalam tugas

& Sekutu komplementer, bila ia turut campur tangan dalam tugas sekutu komplementer
3 B

* Eddy.O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, 2014, Cahaya Atma Pustaka, Yogjakarta, hal.123.

Baoed Wahono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, 2010, Kencana Prenadamedia Group, Jakarra,
hal.32-33.

Alvi Syahrin, Ketentuan Pidana Dalam UU No.32 Tabun 2009 Ientang Perlindungan dan Pengelolaan
L"”g‘?wgan Hidup, 2011, Sofmedia, Jakarta, hal. 57.
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maka tanggungjawab menjadi tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhgy, =
seperti yang dimiliki sekutu komplementer. T

Jika dikaitkan dengan Pasal 116 ayat 1 (b) dan ayat 2 terdapar frasa kagy o
yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang beffindnE
sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak pidana’, maka yang dimaksud dengan Fr'a
tersebur adalah pengurus menjalankan kegiatan CV dan yang melakukan | -

uby
dengan pihak ketiga. fgan

B. Pembahasan
1. Commanditer Venootschaap (CV) Sebagai Bentuk Badan Usaha

Commanditer Venootschaap (CV) atau persekutuan kemanditer merupaka,
persekutuan firma dengan bentuk khusus, perbedaannya adalah terletak pada sekury
komanditer yang tidak ada pada persekutuan firma. Persckutuan firma hanya memjj;
sekutu akeif (persekutuan firma) sedangkan sekutu komanditer memiliki sekygy akeif
(sekutu komplementer) dan sekuru pasif (sekutu komanditer atau steeping partney) 1o

Menurue Pasal 19 KUHD persekutuan komanditer adalah persekutuan yang
didirikan oleh satu orang atau lebih secara tanggung menanggung bertanggungjawsal,
seluruhnya (solider) pada pihak pertama (sckutu komplementer), dan satu orang agay
lebih sebagai pelepas uang (sekutu komandicer) pada pihak lain.

Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang
sebagai pemasukan pada persckutuan dan tidak turut campur di dalam mengurus atay
mengelola persekutuan. Status scorang sekutu komanditer dapar disamakan dengan
seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil
keuntungan tersebut.

Secara umum, istilah persekutuan komanditer (CV) dapar diartikan dari dua (2)
pandangan, yaitu pengertian persekutuan komanditer dari sudur pandang bentuk
institusi atau badan usaha, serta persekutuan komanditer dari sudut pandang peranan
dan tanggungjawab masing masing sekutu yang secara lanjut dapat dijelaskan sebagai
berikuc;"'

a.  Persekutuan komanditer dari sudut pandang bentuk insticusi atau badan
usaha, dalam arti persekutuan komanditer sebagai bentuk khusus dari
persekutuan firma.

b.  Persckutuan komanditer dari sudut pandang peranan tanggung jawab
masing-masing sekuru, dalam arti persekutuan komanditer sebagai suatu
bentuk kerja sama antara sekutu komplementer dan sekutu komanditer.

Achmad Ichsan menjelaskan bahwa persekutuan komanditer (CV) ditempatkan
sebagai bagian perusahaan persckutuan (partnership), dalam arti perusahaan yang

*“ R. Sockardono, Hukum Dagang Indonesia, Cet 1, Dian Rakyar, Jakarta, 1993, hal. 102.
"' Vernon A.Muselman, John H Jekson, Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek Sezaman, (Jilid 1
Edisi 10), alih bahasa Wilhelmina W. Bakowatun, Intermedia, Jakarta, 1988, hal,78.
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liki satu(1) pemodal atau lebih."> Hal ini selaras dengan pengertian persekutuan
'i, nditer berdasarkan Pasal 19 KUHD yang menjelaskan bahwa persekutuan
g ‘ nditer diartikan persekutuan unruk menjalankan suatu perusahaan yang
ey ruk antara satu orang atau beberapa orang sekutu yang secara langsung tanggung
-nanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya (tanggungjawab solider) pada
_;_ « pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain.'?

Persekutuan komanditer (CV) memiliki modal yang dapat berasal dari dalam
rsckutuan maupun yang berasal dari luar persekutuan. Modal yang berasal dari
am persekutuan merupakan inbreng sebagai pemasukan modal masing-masing
kkuﬂl’ sedangkan modal yang berasal dari luar merupakan modal yang berasal dari
}mr persekutuan, seperti modal yang dipinjamkan perbankan dari pihak ketiga.

- Persekutuan komanditer (CV) dapat dibagi menjadi tiga (3) jenis berdasarkan
modal dan bentuk usaha yang dimiliki antara lain dapar dijelaskan sebagai berikut '

a. Persekutuan komanditer diam-diam atau CV, dalam arti persekutuan
komanditer yang belum menyatakan dirinya dengan terang-terangan kepada
pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer sehingga bertindak keluar
perusahaan, persckutuan masih menyatakan sebagai persekutuan firma,
sedangkan untuk bertindak ke dalam perusahaan persekutuan telah menjadi
persekutuan komanditer.

b. Persekutuan komanditer terang-terangan atau CV terang-terangan, dalam
arti persekutuan komanditer yang terang-terangan menyatakan bahwa
sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga. Hal ini terlihar dari
tindakannya (misalnya CV Daika), bisa saja dalam penulisan di kepala surat
yang menerangkan nama CV tersebut berhubungan dengan pihak ketiga.

c¢. Persckutuan komanditer dengan saham atau CV atas saham, dalam
arti persckuruan komaditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari
kumpulan saham-saham, meskipun jenis persekutuan komanditer dengan
saham tidak diatur dalam KUHDagang, ia hanya muncul dari prakrik
dikalangan pengusaha atau dunia perniagaan. Pada hakikatnya CV dengan
saham sama saja dengan jenis CV terang-terangan bedanya hanya pada
pembentukan modal CV yang dengan saham ini dimungkinkan oleh Pasal
1337 ayat (1), 1338 ayar (1) KUHPerdara jo Pasal 1 KUHD. Karenanya,
CV jenis terakhir ini juga semacam CV terang-terangan (CV biasa),

Ciri khusus dari persckutuan komanditer (CV) ialah keberadaan sekuru
komanditer sebagai sekutu pemberi modal yang tidak ikut serta dalam mengurus
jalannya persekutuan komanditer, selain itu sekutu komplementer berkedudukan
sebagai sekutu akrif dalam mengurus jalannya persekutuan komanditer.

—

? Achmad Ichsan, Dunia Usaha Indonesia, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hal 17

2 Re.Dijan Widijowati, Hrkum Dagang, Andi, Yokyakarta, 2012, hal 60

" HMN Purwosutjipto, Pengertian Pokok -Pokok Hukum Dagang I Pengetahuan Dasar Hukum Dagang,
Cet I, Djambaran, Jakarta, 1999, hal 75.
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Persekutuan komanditer (CV) didirikan oleh seorang atau beberapa o
yang mempercayakan uang dan barang kepada seseorang atau beberapa -
yang menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pemimpin, schinggy 4.
persekutuan komanditer (CV) dikenal dua (2) sekuru, yaitu;

a.

Ang
o

ran

‘iqu‘-]‘

Sekuruakeifatau sekutu komplementer (persero kuasa atau PEISEro pengy,,,
dalam ard sekutu menjalankan perusahaan dan berhak melakukan Perjan-t?s"‘
dengan pihak ketiga. Hal ini berarti, semu kebijakan perusah: 5

gan pinak ketig , semua j perusahaan dijalap),
oleh sekutu komplementer. :
Sekutu komplementer dalam persekutuan perdata merupakan sekuy yang ha,
menanggung dan bertanggungjawab atas segala utang persekutuan komang; [L:
yang tidak dibayar, baik utang ke dalam persekutuan maupun utang kﬁpaq;
pihak ketiga, sedangkan sekutu komanditer hanya menanggung sebatas mod|
vang telah disetorkan kepada sekutu komplementer sebagaimana ketengyay,
dari Pasal 19 ayar (1) KUHD. Sekutu komplementer merupakan sekyg, vis,
bertugas mengurus perusahaan dan bertanggungjawab rtidak terbagas /a[j
pribadi. Sekutu komplementer memiliki tugas yang sama dengan tugas d,;
anggota direksi, meskipun berbeda dalam tanggungjawabnya, karena sekyy,
komplemeter memiliki tanggung jawab tidak terbatas pada tiap-tipa anggor,
secara tanggung-menanggung dan bertanggung jawab untuk seluruhnya ata
perikatan perusahaan (tanggung jawab solider).”®

Secara khusus sekutu komplementer memiliki sifac-sifac sebagai berikur :

1

2.
- 8
b.

Sekutu komplementer memiliki tugas untuk mengurus perusahaan.
Sekutu komplementer memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga.
Sekutu komplementer memiliki tanggung jawab tidak terbatas.

Sekutu pasif atau sekutu komanditer, dalam arti sekucu yang hanya menyertakan
modal dalam persckutuan, sehingga apabila perusahaan menderita kerugian,
sekutu komanditer hanya bertanggungjawab sebatas modal yang disertakan
dan apabila perusahaan mengalami keuntungan, maka uang sekutu komditer
mendapatkan keuntungan sesuai modal yang diberikan.

Status sckutu komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan
modal pada suatu perusahaan yang hanya menantikan hasil keuntungan
dari inbreng yang dimasukkan, tetapi tidak ikut serta dalam kepengurusan,
pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sekutu komanditer
merupakan peserta dalam suatu perscroan komanditer yang memiliki hak
dan kewajiban untuk mendapatkan keuntungan dan pembagian sisa dari
harta kekayaan, apabila persekutuan komanditer dilikuidasi, selain sekutu
komanditer harus menanggung risiko, apabila persekutuan komanditer
mengalami kerugian sesuai dengan jumlah modal yang dimasukkannya
dan tidak boleh menarik modal yang telah diserahkan selama persekuruan
komanditer masih berjalan.!®

% Johannes Ibrahim, Hubum Organisasi Perusahaan Pada Kemitraan Dan Badan Hukum. Refika Utama,
Bandung, 2006, hal. 36-43.

* Sockardono, Hukum Dagang Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hal 102,
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§* Richard Burton Simatupang memberi batasan antara sekutu Komanditer dengan
komplementer, yaitu sckutu yang berada di belakang layar disebut anggota/
e tak kerja atau sekutu pasif atau commanditaris (sleeping partners). Sedangkan
e kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang mengurus perseroan.'” Hal
as dengan pandangan .G Rai Widjaya yang menjelaskan bahwa persekutuan
B diter didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung
- jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab sccara solider dengan
? - _ orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldscieter)'®.

® ¢ Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Dalam UU Perlindungan
. dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

3 Ajaran pertanggungjawaban pidana badan usaha di dasarkan pada doktrin
\ opondeat superior, yaitu suatu doktrin yang menyatakan bahwa badan usaha sendiri
R= ak dapat melakukan kesalahan. Dalam hal ini, hanya agen-agen badan usaha yang
¥ Japat melakukan kesalahan, yakni mereka yang bertindak untuk dan atas namabadan
N a . Oleh sebab itu, agen-agen badan usaha saja yang dapat melakukan kesalahan
& dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.!?

Pertanggungjawaban pidana badan usaha dalam hukum pidana muncul ddak
alui penclitian yang mendalam para ahli, tapi sebagai akibart dari kecenderungan

i formalisme (legal formalism). Doktrin pertanggungjawaban pidana badan usaha
ah berkembang melalui peran pengadilan tanpa adanya teori yang membenarkannya.
fakim di dalam sistem common law melakukan suatu analogi atas subyek hukum

-

" manusia, sehingga korporasi juga memiliki identitas hukum dan penguasaan kekayaan
~dari pengurus yang menciptakannya.*

Para hakim yang pada wakeu itu tidak memiliki banyak teori untuk membebankan
tindakan para agen kepada badan usaha, berusaha dengan suatu pertanyaan apakah
badan usaha, dengan entitas hukum tanpa memiliki tindakan psikologis untuk adanya
- suaw penuntutan sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan lain yang mensyaratkan

‘adanya hal itu.?! Berdasarkan pemikiran ini, akhirnya “disepakati” bahwa korporasi

e

N

&

4

Juga dianggap sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab hanya pada kejahatan-
- kejahatan ringan, konsep ini bertahan hingga akhir abad ke 19.22

_ 5 Baru kemudian, para ahli mencari dasar pembenar perlunya badan usaha
& dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, Pertama, badan usaha merupakan

- N Rihard Burton Simatupang, Aspek Hukum Bisnis (Edisi Revisi), Rincka Cipra, Jakarra, 2003, hal.12.
= " LGHRai Widjaya, Hukum Perusabaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.51.

'._-_ } ,

* Kristian, Hukum Pidana Korporasi Kebijakan Integral (Integral Policy) Formulasi Pertanggungjawaban
- Pidana Korporasi di Indonesia, Nuansa Alia, Jakarta, 2014, hal 54.

e -~ Andre Weissman dan David Newman, Law of Sentencing, On Line Book at West Law Journal, hal 418-419.
2 _‘t " Yedidia Z.Strain, Corporate Criminal Personal Liability-Who Is The Corporation?, Journal of Corporation
Law, 1987, him.125.

= 7 Amanda Pinto & Martin Evans, Corporate Criminal Liability, Thomson Swettd Maxwell, London,
2003, hal 75.

Revitalisasi Hukum Pidana Adat | 487
Dan Kriminologi Kontemporer



= J
e

> e

-

' sasutory offences atau regulatory offences)*yang pada umumnya merupakan tindak
& .dana terhadap kesejahteraan umum,” keamanan/kesehatan makanan, *termasuk
“ sumer protection’”, disamping tindak pidana menyangkuc ketertiban umum, fitnah
% cau pencemaran nama baik, dan contempt of court serta pelanggaran lalu lintas.?
S yrict Responsibility a dimaksudkan untuk menanggulangi tindak pidana kesejahteraan
B varakat (public welfare offences), bersifat tindak pidana ringan, yang diancam
= dengan pidana denda.*

;‘f"* Strict Responsibility menurt Russel Heaton diartikan sebagai perbuatan pidana
" dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih
= ctus reus.Dengan demikian, Strict Responsibility ini merupakan pertanggungjawaban
% qanpa kesalahan (Gability without faulf). Romli Atmasasmita menyatakan bahwa
& hukum pidana Inggris selain menganur asas “actus non Jacit reum nisi mens sit rea’(a
: f%armﬁl[ act without a blame worthy mental state is not punishable), juga menganut
B prinsip pertanggungjawaban mutlak tanpa harus membuktikan ada atau tidak adanya
:“ - unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Prinsip pertanggungjawaban tersebut
" dikenal sebagai Strict Responsibility”

LA

&% Menurut Blacks Law Dictionary, pengertian Strict Responsibility Crimes adalah; 2
: < grime that does not require a mens rea element, such as speeding ar attempting to carry a
weapon aboard and aircraft.

C.Z Selanjutnya, Hamzah Hatrik mendefinisikan stricr liability adalah pertanggung-
* jawaban tanpa kesalahan (Gability without faule), yang dalam hal ini si pembuat sudah dapat
\ dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan
£ = dalam undang-undang, tanpa melihar lebih jauh sikap batin si pembuat.”Di samping itu,
\ Hanafi menegaskan bahwa dalam perbuaran pidana yang bersifat strict Responsibility hanya
- dibutuhkan dugaan atau pengerahuan dari pelaku (terdakwa), sudah cukup menuntut
. permnggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya mens rea
¢ (kesalahan) karena unsur pokok strict Responsibility adalah actus reus (perbuatan) schingga
yang harus dibuktikan adalah actus reus (perbuatan), bukan mens rea (kesalahan).’

P
. &

‘ 3 > Roger Geary, Understanding Criminal Law, Oregon, USA; Cavendish Publishing Limited, 2002, hal.23.
B ® Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.29
" Nicolas Bourne, Essential Company Law, 3rd ed, Cavendishpublishing, London, 2000, hal.14.

Peter Carewright, Consumer Protection and the Criminal Law, Theory and Policy in UK, Cambridge,
Cambrige University Press, 2004, hal.91

» Paul Dobson, Nutshells Criminal Law, 8th.ed, Sweet &Maxwell, London, 2007, hal, 25

Lihat Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan
Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hal.110-111.

Russel Heaton, Criminal Law Texbook, Oxford University Press, London, 2006, hal.403.
* Romli Armasasmita, Perbandingan Hukum Pidana, Cex I, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal.76.

Hamzah Harrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability
dan Vicarious Liability), RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996, hal.110.

Hanfi, Stric Liability dan Vicarious Liability Dalam Hukum Pidana, Lembaga Penelitian Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta, 1997, hal.56.
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b. Pertanggungjawaban Pengganti atau Vicarious Responsbility Theory

Doktrin Viearious Responsbility didasarkan pada prinsip “emplyoment Principjm
yang dimaksud dengan prinsip emplyoment principle adalah penanggungjawaty ;. =4
dari perbuatan para buruhnya atau karyawannya. Jadi dalam hal inj terliha¢ pri .
“the servants act is the master act in law” atau dikenal juga dengan prinsip age :
principle yang berbunyi “the company is liable for the wrongful acts of all iss employec®

Prinsip Vicarious Responsbility memungkinkan perusahaan unruk dihukum 3
karena kejahatan dengan kesalahan actus reus (atas tampilan tindakan vang dilag,
hukum) dan mens rea (niac kriminal) dari seorang individu untukbadan usal
Pertanggungjawaban badan usaha adalah berasal dari kesalahan karyawan merejg
pejabart atau agen.!

o <l
-
-

Roeslan Saleh mengakui adanya Vicarious Responsbility sebagai pengecygfjpe
dari asas kesalahan. Selanjutnya Roeslan Saleh berpendapat bahwa pada umump
seseorang  bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Vicarious Responshifs
orang bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Aruran undang—undanglah yan
menetapkan siapa-siapakah yang dipandang sebagai pelaku yang bertanggungjawab, 'y

Doktrin  pertanggungjawaban pengganti  (Vicarious Responsbility) hampies
seluruhnya diterapkan pada tindak pidana yang secara tegas diatur dalam undang. =
undang. Pembuat undang-undang bermaksud bahwa tindak pidana dalam “‘,
undang-undang dapar dilakukan secara Vicarious Responsbility maupun secara langsung. =
Pengadilan telah mengembangkan beberapa prinsip yang dapat diaplikasikan dal; m
penerapan doktrin pertanggungjawaban pengganti. Salah satunya adalah Empbyw
Principle. ;—

Employement Principle, menyatakan majikan adalah pihak yang utama yang 3
bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukan oleh buruh dimana perbuatan %

Al
-

tersebut dilakukan dalam lingkup pekerjaannya.® A

Adapun menurut Marcus Flatcher dalam perkara pidana, ada 2 (dua) syara ol
penting yang harus dipenuhi untuk menerapkan perbuatan pidana dengan "
pertanggungjawaban pengganti, kedua syarat tersebut sebagai berikue:*

I~ Harus terdapat suatu hubungan pekerjaan, seperti hubungan antara majikan d:m

pegawai atau pekerja; 3
2. Perbuatan pidana yang dilakkan oleh pegawai atau pekerja tersebut berkaitan =+
atau masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. '

* Barda Nawawi Arief, Op cit, hal.223. '
© Jhid T
" Kristian Wong, Breaking The Cycle; The Development of Corporate Criminal Liability, Disertasi, "«'; %
University of Otago, 2012, hal, 10. s

* Roeslan Saleh, Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal.32. -y
¥ Widyo Pramono, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta, Alumni, Bandung, 2012, hal.172. \
=T

* Hanah, Op cit, hal.34.
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Menurut  undang-undang  (statute law), vicaorius responsibility  atau
anggungjawaban penggand, dapat terjadi dalam beberapa hal sebagai berikut;*

~  Sescorang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang
* dilakukan olch orang lain, apabila terdapat pendelegasian (sbe delegation principle)
Seorang majikan atau pemberi kerja dapat dipertanggungjawabkan atas perbuacan
yang secara fisik dilakukan oleh pekerjanya apabila menurut hukum, perbuatan
tersebut dipandang perbuatan majikan.

Doktrin Identifikasi azau The Identification doctrine

Dokrrinidentifikasiataudikenal direct responsibility doctrine ( pertanggungjawaban

usaha secara langsung), badan usaha bisa melakukan sejumlah delik secara
ung melalui agen yang sangat berhubungan erar dengan korporasi, bertindak
yuk dan atas namabadan usaha. Syarat adanya pertanggungjawaban pidana badan
*usaha sccara langsung adalah tindakan-tindakan para agen tersebut masih dalam
o g lingkup pekerjaan badan usaha. %

Dokuin pertanggungjawaban pidana langsung atau dokurin identifikasi adalah
alah satu teori yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana
dan usaha meskipun badan usaha bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Menurut
dokerin ini, badan usaha dapar melakukan tindak pidana secara langsung melalui “pejabat
& senior (senior officer) dan diidentifikasikan sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri.
b Dengan demikian perbuatan”pejabat senior”(senior officer) dipandang atau dikategorikan
B sebagai perbuatanbadan usaha. Jadi, dalam teori ini agar suatu badan usaha dapar
* dibebani pertanggungjawaban pidana maka orang yang melakukan tindak pidana harus
.; .ﬁ identifikasikan terlebih dahulu. Pertanggungjawaban pidana baru dapat benar-benar
b dibcbankan kepada badan usaha apabila perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh orang
& yang merupakan “directing mind” dari badan usaha tersebut. Sebagaimana yang juga
% dikemukakan oleh Richard Card, yang menyatakan bahwa:” the acts and state of mind of
- person are the acts and state of mind of the corporation”

- e
" T

- Apa sebenarnya yang dimaksud “directing mind?” Directing mind dalam hal ini
* dapar diartikan sebagai tindakan, perbuatan atau kebijakan yang dibuat oleh anggota
i direksi atau organ perusahaan/korporasi atau manager yang akan menentukan arah,
- kegiatan, operasional pada suatu badan usaha.®® Dengan demikian, dalam doktrin

& identifikasi, perbuatan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat senior
£ dan merupakan directing mind dari suatu badan usaha dapat diidentifikasikan sebagai

.. Perbuatan pidana yang dilakukan korporasi. Teori ini juga sebagai teori atau doktrin
'dter ego” atau “teori organ”.

S e

& ® Kuistian, Op cit, hal.68

S ~ “ Romli Atmasasmita, Op cit, hal.10

. ¥ Bismar Nasution, Kejahatan Korporasi dan Pertanggungjawabannya, heepi//bismar.worpress.

3 vk CDH]J’ZOOW12/23/kcjahatan—korporasil.Di:tkscs terkahir hari sabtu, 13 Desmber 2014, pkl.23.00 Wib

: * law Commission, Legislating the Criminal Code Involuntary Manslaughter (Law Com No.237, 1996)
' at (6.27)
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Ketika badan usaha dinyatakan bertanggungjawab secara pidana atas tindak piq.
yang dilakukan, maka dikenal tiga sistem pertanggungjawaban pidana korp o
. rasj;
yaitu pengurus badan usaha sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggung’_a\ si;
- Vabh
badan usaha sebagai pembuat, penguruslah yang bertanggungjawab, dan baday, US;}:‘;

sebagai pembuat dan yang bertanggungjawab.*

3. Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Badan Usaha Comanditaire Venootsch,,,
(CV) Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup P
Pasal 67 UUPPLH menyebutkan: “Setiap orang berkewajiban memelihy,,

kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/aga,
kerusakan lingkungan hidup”. Dengan demikian UU No.32 Tahun 2009 UUPPL
telah memberi isyarat bahwa pengelolaan fungsi lingkungan haruslah dilakukan SCCar;;
bersama-sama antara pemerintah, badan usaha dan masyarakat untuk melestarik,,
dan mengembangkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peran pengusaha dalap,
memahami dan sekaligus mempraktekkan di lapangan yang terkandung dalam hujyy,
lingkungan hidup yang merupakan salah satu syarat utama bagi keberhasilan ysh,
pengendalian dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk mencapai tujuan dari pelestarian lingkungan hidup Pasal 68 UUPPLH
menyebutkan:

Setiap orang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban;

1. Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan;
2. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup : dan
3. Mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria bakuy

Badan usaha yang dalam kenyataan kurang/tidak melakukan dan/atau mengupayakan
kebijakan atau rindak pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak terlarang
dapat diartikan bahwa badan usaha itu telah menerima terjadinya tindakan telarang
tersebut, schingga badan usaha dinyatakan bertanggung jawab atas kejadian tersebut.”
Oleh karena itu badan usaha yang mempunyai kesalahan, harus menanggungnya dengan
kekayaan yang dimilikinya.

Persekutuan Komanditer dapat mengurangi resiko tanggung jawab lingkungan
dari kegiatannya schari hari, dengan cara;”

I. Memelihara hubungan kerjasama yang baik dengan badan (instansi) yang
melakukan pengawasan lingkungan. Pejabat  (instansi) yang melakukan
pengawasan lingkungan biasanya memberikan kesempatan kepada korporasi
(badan usaha bukan badan hukum) untuk memperbaiki pelanggaran yang telah

* Mardjono Reksodiputro, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korporast,
Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, FH UNDIP, Semarang. 23-24
November 1989, hal.9.

* Alvi Syahrin, Op cit, hal.3

o [bid
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dilakukannya. Perbaikan terhadap pelanggaran yang telah dilakukan menjadi
diterapkannya asas subsidaritas dalam penegakan hukum pidana.’

Melakukan perbaikan yang sesegera mungkin terhadap pemberitahuan pelanggaran
yang dilakukan dan perbaikan tersebut di dokumentasikan dengan baik.

Mencari penasehat hukum sebelum merespon pemeriksaan (instansi) yang
melakukan pengawasan lingkungan, agar dapat MeErespon secara tepat pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan oleh pejabar (instansi) tersebut.

Memelihara catatan-catatan secara rinci mengenai pembelian dan pembuangan

larg - o R B3 (badan Berbahaya dan Beracun) yang digunakan dalam kegiatan operasionall
: & Usaha, schingga;

LH . #%  ,  Cataan pembuangan limbah secara tepat dapat diketahui guna pembelaan

arg® g B terhadap aksi penegakan hukum, dan

kap A & b Jumlah dan jenis bahan kimia yang digunakan CV dapar ditetapkan.

Memelihara limbah B3 hanya melalui perusahaan pembuangan limbah B3 yang
e = handal dan kridibel, jika memungkinkan CV melakukan daur ulang. Konrtrak
ahs 18 3 dengan pihak yang menangani limbah harus diperiksa dan diteliti oleh CV dan
= P konsultan hukumnya guna menjamin bahwa proses penanganan limbah telah
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Menerapkan suatu program pemenuhan dan pengurangan B3 yang komprehensif,
antara lain mencurahkan perhatian dan dana untuk evaluasi atas penggunaan
B3 dengan melakukan pembuatan serta penerapan rencana yang komprehensif,
untuk pengurangan dan pencegahan dari penggunaan B3. CV mengatur,
: = mengukur, meningkatkan dan mengkonsumsikan aspek-aspek lingkungan dari
aku % e operasi kegiatannya dengan cara sistematis.
tkan , Ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b UUPPLH menetapkan bahwa “apabila tindak
B &5 pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan
B pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada; Orang yang memberi perintah untuk
2 - melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan
1gan : chla.m tindak pidana tersebut”. Prinsip pertanggungjawaban pidana tersebut dapat
& = dijelaskan bahwa diakui sebagai subyek hukum tindak pidana, sanksi atau tindakan kepada

_

W

& pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dapat dikenakan kepada;
E p P gan hidup dap p

1 Sl

" B a.  Badanusaha CV danorang yang memberi perintah untuk melakukan pencemaran
jang : . dan/atau perusakan lingkungan hidup;

kani 8 e b.  Badan usaha CV dan orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
- ; pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

i N . Badan usaha CV;

' AR Orang yang memberi perintah untuk melakukan kegiatan pencemaran dan/atau
rorasi, & perusakan lingkungan hidup;

23-24 3 € Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup.
- id
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Selanjutnya Pasal 116 ayar (2) UUPPLH, dalam hal tindak pidana dj]
oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukag ole
yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat digyp
dijatuhi hukuman, yaitu;

aku]{a“
tue daﬁ
a.  Pemberi perintah dalam pencemaran dan/atau perusakan lingkungay |,

. : . : idy
tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri ’

dtay
bersama-sama;
b. Pemimpi dalam pencemaran dan/atau perusakan  lingkungan
: . - : N fanpy
memperhatikan tindak pidana tersebur dilakukan secara sendiri atay bersam
a-

sama.

Penjelasan ketentuan Pasal 116 UUPPLH rtidak memberikan makna fys,
“seorang yang memberi perintah untuk melakukan pencemaran dan/atau perusakap,
lingkungan hidup” dan” orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan daly,
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”, sebagaimana yang tercantypm
dalam Pasal 116 UUPPLH sebagai orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban,
pidana.

Apabila diperhatikan penjelasan Pasal 116 UUPPLH hanya menyebutkan: “cukup
jelas”, oleh karena harus diberikan penafsiran akan kedua frasa diatas. Rumusan Pagy
116 UUPPLH"apabila tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama
badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang
yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak
sebagai pemimpin kegiatan untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi
perintah untuk melakukan tindak pidana” ataupun “orang yang bertindak sebagai
pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dapat ditafsirkan scbagai orang yang bertugas
menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha CV. Di dalam badan usaha
CV yang bertugas melakukan pengurusan badan usaha adalah sekutu komplementer
dan sekutu komanditer, selain itu juga pejabar cksekutif, orang yang mengendalikan
organisasi atau pembentuk kebijakan bahkan orang lain dianggap bertanggungjawab di
bawah sebuah undang-undang, yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawaban
pidana secara individu jika perbuatan itu dimaksudkan untuk dan atas nama badan usaha.
Dengan kata lain kedua frasa kata “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak
pidana” atau frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” dalam
Pasal 116 UUPPLH adalah dimaksudkan untuk meminta pertanggungjawaban pidana
pengurus ataupun fungsionaris dari badan usaha. Dengan demikian ketentuan Pasal 116
UUPPLH ditafsirkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha
CV secara individu, apabila perbuatan itu dilakukan untuk dan atas nama badan usaha
CV, sementara pengurus ataupun fungsionaris badan usaha tidak melakukan upaya untuk
pencegahan akan tindak pidana.

Selain itu juga ketentuan Pasal 116 ayac (1) UUPPLH telah membuka
kemungkinan jika suatu badan usaha CV telah melakukan perbuatan pidana,
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hanya dicuntut badan usaha CV saja, melainkan juga adalah orang yang
; erintahkan kejadian tersebut dan juga orang yang memimpin sendiri secara nyata
B | uaran dindak pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
.. pCl

£~ Demikian juga halnya pengurus badan usaha CV dalam keadaan “sebagai orang yang
\ﬂ W mberi perintah untuk melakukan tindak pidana” acau pengurus badan usaha CV dapat
& dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam kegiatan tindak
*’ a”, maksudnya adalah keadaan pengurus CV dapart dalam keadaan sebagi pemberi
: }?g—intah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang
._f-." w ndak untuk melakukan tindak pidana dan sekaligus juga dalam keadaan sebagai orang

.:ysng bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

P

Pengurus badan usaha seperti badan usaha CV yaitu sekutu komplementer dan
' .*;‘ku[u komanditer ataupun manager dalam kedudukannya sebagi pengurus organisasi
“di dalam badan usaha CV haruslah melakukan rindakan dalam upaya untuk mencegah
* rerjadinya tindak pidana pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, akan
s » terapi sebagi pengurus organisasi badan usaha tindakan pencegahan tindak pidana
% tersebur tidak dilakukan. Padahal dalam kedudukannya pengurus CV tidak kehilangan
“:_'kpemimpinnya dalam memberikan arahan pegawai yang secara faktual perbuatan
g . pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dilakukan oleh pegawai badan
et usaha. Pengurus badan usaha CV juga dapat dikatakan sebagai pemimpin dalam
" dndak pidana badan usaha jika pengurus tidak mengambil langkah-langkah tindakan
yang diperlukan untuk mencegah perbuatan yang terlarang dan menerima keadaan
& terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut.

%

¥EEE ¢

l‘. }'l »

Menurut Remmelink™ dalam praktek yang dimaksud sebagai orang yang
B memberi perintah atau pemimpin pada akhirnya adalah pengurus; disamping itu,
o8 misalnya filiaalchef (kepala keuangan), manajer, atau kepala bagian. Yang penting
& adalah bahwa tanggung jawab pelaksanaan tindak pidana itu bukan dituncuc
=" kepada pegawai pelaksana, tetapi kepada pengambil keputusan atau penentu

FEEEEAELBLE

di B¢~ kebijakan. Sclanjutna Remmelink juga berpendapat pegawai pelaksana juga dapat
ban - B dipidana dalam kapasitas pribadi sebagai “pelaku” tindak pidana yang bersangkutan,
tha. - mamun sebagai penanggung jawab ia berada di luar sasaran tembak (pemidanaan)
dak ? & pembebanan pertanggungjawaban pidana. Menurut Remmelink lebih lanjur situasi
lam ~ini akan berbeda apabila orang yang menjadi pimpinan badan usaha CV sekaligus
ana . & bertindak sendiri melakukan tindak pidana. Dalam hal ini ia tetap dapat pula dianggap
116 : sebagai pemimpin pelaksanaan tindak pidana yang bersangkutan sckalipun ia juga
aha B bertindak sendiri dalam malakukan tindak pidana tersebut. Undang-undang tidak
aha &= mensyaratkan bahwa rindak pidana yang dilakukan diperbuar oleh orang lain. Raio
wuk f-'-'- legis juga menuntut penyelesaian demikian. Menurut Remmelink® jika hal ini tidak

- diterima, maka dapat terjadi pengurus suatu badan usaha CV tidak dapat dimintai
o g Remmelink, Op cir, hal 111.

' ® 1id
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pertanggungjawaban pidana ketika ia dilakukan oleh pengurus untuk

. i kC‘Pemin
badan usaha CV. Kesimpulannya hal tersebut, bukan merupakan .

. §an
J fjuan pemy,,
undang—unuang. a

Adapun yang dimaksud dengan pengurus badan usaha merupakan jpg;,
individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidakny, dallduk
lingkup perusahaan tempat mercka bekerja. Mereka-mereka yang dapart dikatcgori;m
sebagi pengurus badan usaha yaitu; o

a. Mercka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan Penguryg,

badan usaha; !
b.  Mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan Pengurys
tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan Yam;
mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan; N
1. Pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengay
pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam by,
ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu unryl

dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau

2. Pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud (1)
untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat baday
usaha.

3. Oleh orang lain yang diperintahkan olch mereka yang disebut dalam huryf
a dan b, untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.

Pengurus merupakan organ badan usaha yang menjalankan kepengurusan
badan usaha yang bersangkutan sesuai anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam
kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan badan usaha
yang dapar dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu
yang dicunjuk sebagai memiliki kewajiban untuk mencegah, suaru pelanggaran olch
badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pembebanan pertanggungjawbaan pidana kepada mercka yang memberi perintah
untuk melakukan tindak pidana (kepada pihak lain untuk melakukan tindak pidana
yang dimaksud) atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam melakukan tindak
pidana kepada badan usaha CV berdasarkan teori /dentifikasi. Teori Identifikasi ini
sangat crat dengan apa yang dinamakan directing mind and will dari suatu badan
usaha, yang mengajarkan bahwa untuk membebankan pertanggungjawaban pidana
kepada badan usaha, harus dapar diidentifikasi penuntut umum, bahwa tindak pidana
itu dilakukan oleh mereka directing mind and will dari badan usaha.”

Prinsip utama dari teori identifikasi ini adalah penentuan guilty mind nya yang
harus ditemukan pada diri sescorang yang melakukan tindak pidana yang bisa

* Sutan Remy Syahdeni, Pertanggungjawaban Korporasi, Pidana Grafici Press, Jakarta, 2006, hal 184-185.
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> _‘_ ntifikasikan sebagai badan usahanya, yang merupakan the very ego, vital organ
‘ l. mind dari badan usahanya.*

-._- Selain itu juga menurut teori identifikasi, badan usaha CV dapat melakukan
.‘ak pidana secara langsung melalui orang-orang yang sangat berhubungan erar
oy badan usaha CV dan dipandang sebagai badan usaha itu sendiri. Perbuatan
d;lakukan oleh anggota-anggora tertentu dari badan usaha, selama perbuatan iru
aitan dengan badan usaha, dianggap sebagai perbuatan badan usaha itu sendiri.
= ngga ketika perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian, atau dengan
S lain, jika anggota tertentu tersebut melakukan tindak pidana, sesungguhnya
“gindak pidana tersebut itu merupakan tindak pidana yang dilakukan badan usaha
L sehingga badan usaha dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang
® Yilakukan. Teori ini juga mengatakan badan usaha CV dianggap melakukan suatu
“:, pidana jika orang yang diidentifikasi dengan badan usaha bertindak dalam
Fuang lingkup jabatannya. Jika orang-orang itu melakukan tindak pidana dalam
:“ itasnya sebagai pribadi, dengan sendirinya perbuatan itu bukan perbuatan badan
S saha CV.”

Penutup

Pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha CV (sekutu komplementer
dan sckutu komanditer) dapat dimintai pertanggungjawaban  atas perbuatannya
Rbrmasuk orang lain yang masih berada di dalam lingkungan aktivitas badan usaha
CV atau akibar yang bersumber dari akrivitasnya yang telah merugikan orang dalam

i*.i‘. cemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan teori Viearious
& Liability dan Teori Identifikasi.
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